Kendala Pengawasan Keuangan Negara by Baswir, R. (Revrisond)
Kendala Pengawasan Keuangan
Negara
Revrisond Baswir
PendahuluanSikap kritis terhadap inefektivitas pe
ngawasan akhir-akhir ini cenderung
meningkat. Hal Itu tidak hanya dido-
rong oleh semakin transparannya
praktek penyimpangan dalam pengelolaan
keuangan negara, tapi juga oleh dampak
negatifnya yang cenderung semakin mem-
prihatinkan. Dilihat dari segi transparansi
praktek penyimpangan, di satu pihak, jum-
lah penyimpangan yang berhasil dilacak oleh
lembaga-lembaga pengawasan fungsional
cenderung jauh berada di bawah perkiraan
para pengamat. DI pihak yang lain, populari-
tas Indonesia sebagai salah satu negara
juara korupsi justru cenderung meningkat.
Perhatikan beberapadata berikut. Ketl-
ka Prof. Sumitro Djojodihadikusumo mene-
ngarai bahwa tingkat kebocoran anggaran
pembangunan setiap tahunnya telah men-
capai angka30% (Republika, 12/01/1994),
yang berhasil dilacak oleh BPKP ternyata
tidak lebih dari sekitar 3 persen. Sementara
itu, temuan penelitian yang dilaporkan oleh
beberapa lembaga riset internasional se-
perti Transparency Internasional dari Jer-
man dan Political and Economic Risk Con
sultancy (PERC) dari Hongkong, hampir
selalu menempatkan Indonesia pada posisi
puncak urutan negara-negara juara korupsi
di dunia.
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Sedangkan dilihat dari segi dampak
negatifnya, inefektivitas pengawasan seti-
dak-tidaknya telah menyebabkan semakin
sulltnya upaya penanggulangan tiga per-
soalan berikut: Pertama, persoalan kesen-
jangan ekonomi. Secara historis, kesen-
jangan ekonomi dapat ditelusuri sejak ]a-
man kolonial. Namun demikian, inefektivitas
pengawasan telah menyebabkan terjadinya
mis-alokasi sumber daya nasional bagi ke-
untungan sekelompok orang yang memiliki
akses ke dalam lingkungan birokrasi (Baswir,
1995a). Akibatnya, sumber daya nasional
yang dapat dibagikan untuk menolong me-
reka yang tertingga! dalam proses pemba
ngunan cenderung sangat terbatas.
Bandingkan misalnya antarajumlah ke-
rugian negara dalam kasus Bapindo-Edy
Tansil dengan jumlah dana yang tersedia
untuk peiaksanaan program IDTselama tiga
tahun. Jumlah keruglan negara dalam kasus
pembobolan Bapindo hampir mencapai Rp
1,3 thlyun. Sedangkan untuk peiaksanaan
program IDT, dana yang tersedia bagi ber-
juta-juta penduduk miskin di 60.000 desa
tertinggal hanya berjumlah sekitar Rp 1,2
trilyun.
Kedua, persoalan dominasi konglome-
rasi. Persoalan dominasi konglomerasi cen
derung tidak banyak mendapat perhatian
dalam peta persoalan ekonomi nasional.
Bahkan, sementara pihak cenderung meng-
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anggap perusahaan-penjsahaan konglome-
rasi tersebut sebagai aset nasional yang
takternilai harganya. Padahal, selain ber-
kaitan dengan persoalan misalokasi sum-
berdaya dan kesenjangan ekonomi, domi-
nasi konglomerasi telah menyebabkan lem-
bahnya daya saing dunia usaha Indonesia
daiam arena kompetisi global. Akibatnya,
jangankan menjadi kekuatan untuk me-
nembus pasar internasional, perusahaan-
perusahaan konglomerasi itu justru menjadi
pemicu meruncingnya kecemburuan dan
kerusuhan sosial (Baswir, 1995b).
Ketiga, persoalan inefisiensi ekonomi
nasional. Sebagaimana terungkap daiam
angka Incremental Capital Output Ratio
(iCOR), inefisiensi perekonomian Indone
sia termasuk yang paling rendah di Asean.
.Ketika angka iCOR negara-negara asean,
kecuaii Filipina, telah mencapai tingkat 3,5
persen, angka ICOR Indonesia masih ber-
kutat pada tingkat 4,9 persen. Dengan ting
kat inefisiensi yang sangat memprihatinkan
itu, perekonomian Indonesia tidak hanya
dilanda oleh penyakit ekonomi biaya tinggi,
tapi sekaligus menghadapi kendala daiam
mendorong masuknya investasi asing ke
negeri ini.
Pertanyaannya adalah, kendala apakah
sebenarnya yang dihadapi oleh akuntan pe-
merintah daiam menjalankan fungsi kepeng-
awasannya? Tulisan Ini bermaksud menja-
wab pertanyaan tersebut. Untuk itu, berikut
akan dikemukakan terlebih dulu gambaran
singkat mengenai mekanisme pengawasan.
Setelah itu barulah dikemukakan mengenai
peranan dan kendala akuntan pemerintah
daiam melaksanakan pengawasan.
Mekanisme Pengawasan
Pengawasan keuangan negara meru-
pakan bagian integral dari pengeiolaan ke
uangan negara. Berdasarkan pengertian-
nya, pengawasan keuangan negara menca-
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kup segala tindakan untuk menjamin agar
pengeiolaan keuangan negara berjalan se-
sual dengan rencana, aturan, dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku (Baswir,
1995c). Sedangkan berdasarkan objeknya,
pengawasan keuangan negara meliputi baik
pengawasan aparatur negara, pengawasan
APBN, pengawasan BUMN, maupun
pengawasan barang-barang milik negara.
Bila diteiusuri lebih jauh, mekanisme
pengawasan keuangan negara dapat dl-
bedakan menjadi pengawasan internal dan
pengawasan eksternal. Pengawasan inter
nal adalah mekanisme pengawasan ke
uangan negara yang dilakukan oleh peme
rintah secara internal daiam lingkungan
birokrasi, pemerintah. Daiam garis besar-
nya, penyelenggaraan pengawasan inter
nal ini dapat dipilih menjadi pengawasan
internal meialui sistem pengawasan dan peng
awasan internal meialui lembaga-lembaga
pengawasan.
Pengawasan internal meialui sistem
pengawasan adalah unsur pengawasan In
ternal yang diselenggarakan oleh pemerin
tah dengan mengembangkan sistem peng
awasan sebagai bagian integral dari tata-
kerja kelembagaannya. Karena tanggung
jawab atas berjalan atau tidaknya sistem
pengawasan internal ini-melekat di pundak
setiap atasan, maka ia kemudian cende-
rung lebih dikenal sebagai pengawasan
atasan langsung atau pengawasan meiekat.
Meialui mekanisme pengawasan atasan
langsung atau pengawasan meiekat ini, pe
merintah bermaksud mengendalikan setiap
kegiatan aparaturnya sehingga dapat dijaga
kesesuaiannya dengan rencana, ketentuan,
dan undang-undang yang berlaku (Sujamto,
1989).
Pengawasan internal meialui lembaga-
lembaga pengawasan atau dikenal sebagai
pengawasan fungsional, dapat dibedakan
menjadi pengawasan internal daiam arti
sempit dan pengawasan internal daiam arti
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luas. Pengawasan internal daiam art! sem-
pitadalah pengawasan internalyang dilaku-
kan oleh pemerintah dengan membentuk
instansi pengawas pada setiap unitorgani-
sasi dalam lingkungan birokrasi pemerin-
tahan.
Dalam pengawasan Internal dalam arti
sempit Ini, aparat pengawas dan pihakyang
diawasi sama-sama bernaung di bawah
pimpinandepartemen, lembaga non-departe-
men, atau daerah yang sama. Daiam stmktur
organisasi pemerlntahan, lembaga yang
bertugas melaksanakan fungsipengawasan
intemal dalam artl sempit iniadalah: Inspek-
torat Jenderal Departemen (lijendep), Inspek-
torat Wllayah Propinsi (Itwilprop), Inspek-
torat Wilayah Daerah Kabupaten (Itwilkab),
dan InspektoratWilayahDaerah Kotamadya
(Itwilkod).
Pengawasan internal dalam arti luas
adalah pengawasan internal yang dilakukan
oleh pemerintah dengan membentuk lem
baga khusus pengawasan yang wewenang-
nya mencakup seluruh bagian organisasi
dalam lingkungan birokrasi pemerintah. Wa-
laupun aparat pengawasan dan pihak yang
diawasi dalam pengawasan internal dalam
artl luas ini sama-sama bernaung dalam
lingkup birokrasi, namun masing-masing
berasal dari lingkungan departemen atau
lembaga non-departemen yang berbeda.
Tuj'uan pengawasan internal daiam arti
luas ini tidak hanya untuk melakukan ve-
rlfikasi, tap! juga untuk membantu pihak
yang diawasi dalam menunaikan tugasnya.
Dalam struktur organisasi pemerlntahan.
fungsi pengawasan internal dalam artl luas
ini diselenggarakan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan
InspekturJenderal Pembangunan (liienbang).
Pelaksanaan kedua unsur pengawasan
internal sebagaimana di atas dikoordinasl-
kan oleh Menko Eku-Wasbang, yaitu pada
setiap departemen, kantor Menko, kantor
Menteri Negara, lembaga pemerintah non
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departemen, serta di setiap daerah, berda-
sarkan petunjuk Wakil Preslden. Pelaksa
naan koordlnasi ini dilakukan dengan me-
nyusun rencana tahunan dan evaluasi ha-
sil-hasilnya sebagal bahan untuk penyu-
sunan rencana pengawasan tahun berikut-
nya (Bohari, 1992).
Sesuai dengan pasal 1 lampiran Ins-
truksi Presiden Nomor 15/1983, sasaran-
nya adalah sebagal berlkut: Pertama, ter-
laksananya tugas umum pemerlntahan
secara tertib didasarkan pada perundang-
undangan yang berlaku serta didasarkan
pada sendi-sendi kewajaran penyelengga-
raan pemerlntahan. Kedua, terlaksananya
pembangunan sesuai dengan rencana serta
peraturan perundang-undangan yang ber
laku sehlngga tercapai sasaran yang dite-
tapkan. Dan ketiga, tercegahnya pembo-
rosan, kebocoran dan penylmpangan dalam
penggunaan wewenang, tenaga, uang dan
perlengkapan mlllk negara, sehlngga dapat
terblna aparatur yang tertib, bersih, ber-
wibawa, berhasil guna (efektif), dan ber-
daya guna (efisien).
Sedangkan pengawasan ekstemal ada
lah pengawasan keuangan negara yang
dilakukan oleh suatu lembaga pengawasan
. yang sama sekali berada di luar birokrasi
pemerintahan. Dalam mekanisme peng
awasan ekstemal Ini, hubungan antara pe
ngawas dengan pihak yang diawasi tidak
lagi mengandung sifat kedinasan. Di Indo
nesia, fungsi pengawasan ekstemal ini an
tara lain diselenggarakan oleh DPR, Badan
Pemerlksa Keuangan (BPK), dan secara
langsung oleh masyarakat.
Pengawasan ekstemal oleh DPR dike-
nal juga sebagal pengawasan legislatif,
yaitu suatu bentuk pengawasan yang dila
kukan oleh lembaga perwakllan rakyat ter-
hadap kebijakan serta pelaksanaan tugas-
tugas umumpemerintahandan pembangunan.
Sehubungan dengan APBN, pemerin
tah tidak hanya harus meminta pengesahan
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RAPBN terhadap DPR, tapi juga harus
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya
kepada lembaga ini.
Sama seperti DPR, BPK adalah se-
buah lembaga tinggi negara yang berada
di luar birokrasi pemerintahan. Namun de-
miklan, berbeda dari DPR yang memiliki
wewenang lebih luas, titik berat perhatian
BPK dalam penyelenggaraan pengawasan
dibatasi pada aspek pengelolaan keuangan
negara. Tugas pokoknya adalah melakukan
pemeriksaan terhadap Perhitungan Ang-
garan Negara (PAN) yang disusun oleh Di-
rektorat Jenderal Anggaran.
BPK kemudlan harus memberikan pen-
dapatnya terhadap PAN tersebut. Karena
pendapat BPK ini merupakan bagian darl
Rancangan Undang-Undang Perhitungan
Anggaran Negara (RUU-PAN) yang akan
diserahkan oleh pemerlntah kepada DPR,
berarti pendapat BPK itu merupakan ma-
sukan bag) DPR dalam mempertimbangkan
pertanggungjawaban pemerlntah dalam pe
ngelolaan keuangan negara (Koenarto,
1996).
Bentuk pengawasan yang juga terma-
suk dalam kategori pengawasan eksternal
adalah pengawasan yang secara iangsung
diiakukan oleh masyarakat, atau dikenal se-
bagai pengawasan masyarakat. Dllihat dari
sudut pengertlannya, pengawasan masya
rakatadalah suatu bentuk pengawasanyang
diiakukan oleh warga masyarakat terhadap
pemerintah atau aparatur-aparaturnya, balk
disampaikan secara lisan maupun secara
tertulls. Pengawasan masyarakat in! dapat
diiakukan secara perorangan atau secara
kelembagaan. Salah satu media penyaluran-
nya adalah melalui Tromol Pos 5000.
Kendala Akuntan Pemerlntah
Berdasarkan mekanlsme pengawasan
sebagaimana di atas, peranan akuntan pe
merintah dalam pengawasan keuangan ne
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gara dapat dipetakan dengan jelas. Akun
tan pemerlntah, yang dalam hal ini mellputi
balk akuntan-akuntan pemerlksa yang be-
kerja dalam lingkungan birokrasi pemerin
tah, maupun akuntan-akuntan pemerlksa
yang bekeija di lembaga tinggi negara khu-
sus pemeriksaan, dalam garis besarnya
dapat berperan sebagai akuntan pemeritea
melalui berbagal bentuk dan tingkatan lem
baga pengawasan fungslonal. Secara in
ternal, akuntan pemerintah dapat berperan
sebagai pemeriksa melalui BPKP, Irjendep,
Itwilprop, Itwilkod, dan Itwilkab. Sedangkan
secara eksternal, akuntan pemerintah da
pat berperan sebagai pemeriksa melalui BPK.
Dengan peranan yang sangat luas ter
sebut, akuntan pemerintahsesungguhnya
menempati kedudukan yang sangat strate-
gis dalam proses pengelolaan keuangan
negara di Indonesia. Pertanyaannya ada
lah, faktorapakah yang menghambat akun
tan pemerintah dalam menjalankan fungsi
kepengawasannya?
Bahwa penyimpangan dalam praktek
pengelolaan keuangan negara cenderung
semakin transparan, dan dampak negatif-
nya terhadap berbagai persoalan ekonomi
nasional cenderung semakin memprihatin-
kan, maka pertanyaan mengenai kendala
pelaksanaan fungsi pengawasan akuntan
pemerintah itu memang perlu mendapat
perhatian. Sebab, dengan menjawabperta
nyaan tersebut tidakhanya efektlvitas fung
si pengawasan akuntan pemerintah diha-
rapkan dapatditingkatkan, tapimeluasnya
praktek penyimpangan dalam pengelolaan
keuangan negara juga diharapkan dapat
dikurangi.
Secara garis besar, lima faktor yang
cenderung menghambat pelaksanaan fung
si akuntan pemerintah dalam melakukan
pengawasan keuangan negara adalah se
bagai berikut; Pertama,jumlah akuntanpe
merlntah secara keseiuruhan jauh dari me-
madai. Menurut data yang tersedia, jumlah
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pegawai BPKP pada tahun 1996 hanya
tercatat sekitar 8000 orang, sedangkan pe
gawai BPKhanya sekitar 2000 orang. Dari
jumlah itu, hanya sebagian kecilyang me-
miliki latar belakang pendidikan akuntansi.
Dengan jumlah yang sangat minim itu, ma-
ka kemampuan akuntan pemerintah dalam
mengawasi seluruh komponen keuangan
negara cenderung sangat terbatas.
Kedua, kedudukan akuntan pemerintah
dalam strukturorganisasi lembaga-lembaga
pengawasan internal cenderung sangat le-
mah. Sebagaimana diketahui, bidang peng
awasan keuangan hanyalah merupakan se
bagian dari seiuruh bidang pengawasan
yang dijalankan oleh lembaga-lembaga
pengawasan internal tersebut. Secara ke-
seluruhan, lingkuppengawasan yang dija
lankan oleh lembaga-lembaga pengawasan
internal seperti BPKP, Irjendep, Itwilprop,
Itwilkod, dan Itwilkab itu dapat dibagi men-
jadi sepuluh bidang sebagai berikut: bidang
pemerintahan, bidang sosial-politik, bidang
aparatur/kepegawaian, bidang perekono-
mian, bidang kesejahteraan sosial, bidang
pendapatan dan perijinan, bidang badan
usaha milik negara, bidang kekayaan ne
gara, bidang pengelolaan anggaran belanja
rutin, dan bidang pengelolaan anggaran be
lanja pembangunan (Itjen Depdagri, 1993).
Dengan kedudukan seperti itu, maka
di satu pihak wajar bila tidak seluruh pega-
vvai BKPK, Itjendep, Itwilprop, dan Itwilkod/
Itwilkab, berlatar belakang profesi akun
tansi. Bahkan, dengan tercakupnya bidang
pemerintah dan sosial-politik sebagai ba-
gian integral fungsl kepengawasan lemba
ga-lembaga itu, duduknya mantan camat,
mantan bupati, atau perwira ABRI sebagai
pimpinan lembaga-lembaga tersebut sulit
dihindari. Di pihakyang lain, karena hampir
semua persoalan yang berkaitan pemerin
tahan memiliki dimensi politik, maka do-
minannya peranan pertimbangan politik da
lam menindaklanjuti temuan penyimpangan
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keuangan negara sulit dielakkan (Baswir
dkk., 1977).
Ketiga, kedudukan BPK terhadap pe
merintah cenderung kurang seimbang. Wa-
laupun secara formal BPK memiliki kedu
dukan yang sama tinggi dengan pemerin
tah, namun dalam implementaslnya ha! itu
sulit dilaksanakan, balk karena ditempat-
kannya mantan pejabat atau anggota ABRI
sebagai anggota BPKmaupun karena ter-
batasnya jumlah anggaran yang dialokasi-
kan kepada lembaga ini. Ketua dan Wakil
Ketua BPK periode 1993 -1998 mlsalnya,
dijabat oleh mantanMenteri Keuangan Prof.
JB. Sumarlin dan Mantan Kapoiri Letjen.
Pol. Koenarto. Sedangkan jumlah anggaran
yang dialokasikan untukBPK, rata-rata ha
nyasekitar0,043 persen darivolumeAPBN
setiap tahunnya (Kepala Perwakilan BPK-
DIY, 1997). Akibatnya, BPKcenderung tam-
pak lebih akrab dengan pemerintah daripa-.
da dengan DPR.Sebaliknya, karena kewa-
jiban BPK terhadap DPR hanya bersifat
pemberltahuan, maka DPRserlng tidak me
miliki informasi terinci mengenai hasll pe-
meriksaan BPK (Bohari, 1992).
Keempat, koordinasi antar sesama
lembaga pengawasan cenderung masih
lemah (Bako, 1996). Hal itu tidak hanya
tampak dalam lemahnya koordinasi antara
lembaga-lembaga pengawasan internal
dengan lembaga pengawasan eksternal,
tapi juga di antara sesama lembaga peng
awasan internal itu sendiri. Di satu pihak,
temuan lembaga pengawasan internal se-
ringkali tidakdidukung oleh lembaga peng
awasan eksternal, demiklan pula sebaliknya.
Di pihak yang lain, praktek pengawasan
yang dijalankan oleh sesama lembaga
pengawasan internal cenderung tumpang
tindih. Hal tersebut tidak hanya berdampak
pada rendahnya efektivitas pengawasan,
tapi juga menyebabkan tumbuhnya citra
negatifterhadap lembaga pengawasan se
cara menyeluruh.
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Kelima, praktik kenegaraan yang di-'
laksanakan di Indonesia secara keseluruh-
an dapat dikategorikan sebagai negara kor-
poratls (Chalmmers, 1996). Dalam praktik
kenegaraan seperti itu, pembagian kekuasa-
an antara eksekutif,-Iegislatif, dan yudikatif,
sulit dikembangkan. Bahkan, dalam bidang
politik, kehadlran partai oposisi cenderung
diharamkan. Akibatnya, tersusunnya struk-
tur kenegaraan yang meletakkan birokrasi
pemerintahan di puncak piramida kekuasa-
an sulit dihindari. Lebih-lebih dalam struktur
pemerintahan daerah yang menempatkan
Kepala Daerah sebagai penguasa tunggal
pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan
struktur seperti itu, efektifitas fungsi peng
awasan keuangan negara memang sulit
ditingkatkan. Dalam kenyataannya, praktik
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan
negara justru cenderung semakin melem-
baga.
Memperhatikan kelima kendala peng
awasan keuangan negara sebagaimana di
atas, maka efektifitas mekanisme peng
awasan dalam struktur pemerintah kita me
mang patut dipertanyakan. Bila lembaga-
lembaga tinggi negara dan daerah yang
keberadannya dilindungi oleh konstitusi pun
tidak mampu menjalankan fungsi peng-
awasannya dengan balk, maka rendahnya
efektivitas lembaga-lembaga pengawasan
secara menyeluruh menjadi mudah dipa-
hami. Hal itu tidak hanya disebabkan oleh
terbatasnya jumlah akuntan pemerintah,
atau karena lemahnya koordinasi antar se-
sama lembaga pengawasan, yang utama
adaiah karena sangat kuatnya hegemoni
pemerintah terhadap lembaga-lembaga tinggi
negara yang lain. Akibatnya, tidak hanya
lembaga-lembaga pengawasan internal
yang cenderung tidak berdaya, DPR dan
BPKM pun cenderung hanya berfungsi se
bagai subordinat pemerintah.
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Kesimpulan
Dengan latar belakang seperti itu. ma
ka tindakan apakah yang harus dilakukan
untuk meningkatkan peranan akuntan pe
merintah dalam pengawasan keuangan ne
gara di Indonesia? Secara kelembagaan,
berbagal faktor yang menghambat efekti
vitas fungsi pengawasan sebagaimana di-
paparkan di atas perlu segera ditanggu-
langi. Sehubungan dengan jumlah akuntan
pemerintah misalnya, balk yang terdapat
di BPKP, Itjendep, Itwilprop, dan Itwilkod/
Itwilkab, maupun yang terdapat di BPK,-
perlu segera ditambah. Untuk itu, masing-
masing lembaga pengawasan tersebut perlu
mendapat alokasi anggaran yang lebih be-
sar.
Sehubungan dengan lemahnya kedu-
dukan akuntan pemerintah dalam hampir
semua lembaga pengawasan yang ada,
maka perlu segera diupayakan penempatan
akuntan pemerintah pada posisi yang lebih
strategis pada masing-masing lembaga ter
sebut. Jabatan Itjendep, Itwilprop, dan Itwil-
kod/ltwilkab misalnya, sepatutnya dialihkan
secara bertahap kepada para akuntan. De
ngan demikian, penempatan m'antan peja-
bat atau anggota ABRI pada masing-
masing lembaga itu perlu diperlimbangkan
untuk dikurangi. Khusus untuk keanggotaan
BPK, ditempatkannya akuntan-akuntan yang
berasal dari perguruan tinggi atau dari sek-
tor swasta sebagai anggota lembaga ini, se-
layaknya dicoba. Bahkan, jika murigkin, ja
batan Ketua atau Wakil Ketua BPK secara
khusus diperuntukkan bagi akuntan-akuntan
profesional, baik yang berasal dari dalam
maupun dari luar birokrasi pemerintahan.
Akhirnya, karena praktik penyimpangan
dalam pengelolaan keuangan negara sa
ngat erat kaitannya dengan kelemahan
struktural yang terdapat dalam tatanan ke
negaraan kita, maka penanggulangannya
dalam jangka panjang tidak dapat dipisah-
kan dari dilakukannya reformasi struktural
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yang berlingkup kenegaraan pula. Artinya,
karena persoalan mendasar yang kita ha-
dapi dalam mentngkatkan efektivitas fungsi
pengawasan secara menyelumh adalah per
soalan sangat dominannya peranan pe-
merintah, khususnya bila dibandingkan de-
ngan lembaga-lembagatinggi negara yang
lain, maka dilakukannya reformasi struktural
untuk meningkatkan peranan DPR, BPK,
dan Mahkamah Agung dalam mengawasi
pemerintah, perlu mendapat perhatian. •
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